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BUPATI MUARO JAMBI,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam DIKTUM Kedelapan
Belas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa
dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Desease 2019, menetapkan “Penyediaan anggaran
untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat
dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20217;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro
Jambi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3936);




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijkan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa
dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Desease 2019;




9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3003
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Muaro Jambi
Provinsi Jambi,;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor

82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor

19);

. MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO
JAMBI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 82)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

. Pasal 1

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.338.231.189.039,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (20.649.761.000,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.317.581.428.039,00
Setelah Perubahan
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.392.250.190.353,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. (20.649.761.000,00)
Jumlah Belanja Setelah Rp 1.371.600.429.353,00
Perubahan
3. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 5.800.546.000,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 6.845.284.669,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 12.645.830.669,00




4. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 56.019.001.314,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan
Setelah Perubahan Rp. 56.019.001.314,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran
Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto
Setelah Perubahan Rp. 54.019.001.314.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati
ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro
Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada janggal 7 - Hyyl 2021

[ MUARO JAMBI,

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal @ - 0 U 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

AZRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR.?.B.‘?‘...




